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RINGKASAN 

Pengaturan mengenai batasan jenis pekerjaan alih daya di Indonesia mengalami 

perkembangan signifikan dari sebelum hingga setelah berlakunya Undang-Undang  

Nomor 6 Tahun 2023. Sebelum perubahan, aturan mengenai alih daya cenderung 

kabur dan membuka ruang luas bagi perusahaan untuk mengalihdayakan hampir 

semua jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan inti yang seharusnya dilaksanakan oleh 

pekerja tetap. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status kerja, ketidakadilan 

dalam hubungan industrial, serta berpotensi merugikan pekerja dalam pemenuhan 

hak-hak normatifnya. Setelah berlakunya Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023, 

meskipun terdapat penegasan mengenai pengaturan lebih lanjut melalui peraturan 

pemerintah, praktik di lapangan masih menunjukkan kelemahan karena belum ada 

rincian yang jelas mengenai kategori pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya praktik penyalahgunaan alih daya sebagai instrumen 

efisiensi yang mengorbankan perlindungan pekerja. 

 

Dasar keberadaan pertimbangan batasan jenis pekerjaan alih daya semakin 

diperkuat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

168/PUU/XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa 

pengaturan Alih Daya tidak boleh merusak prinsip konstitusional tentang hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 

(2) Undang-Undang  Dasar Tahun 1945. Mahkamah juga menekankan pentingnya 

keadilan sosial, prinsip decent work yang sejalan dengan standar ILO, serta 

kepastian hukum dalam hubungan industrial. Dengan demikian, dasar 

pertimbangan pembatasan Alih Daya bukan hanya bersumber dari aspek normatif 

Undang-Undang  Ketenagakerjaan, tetapi juga dari dimensi konstitusional, 

filosofis, dan sosiologis yang menempatkan perlindungan pekerja sebagai prioritas 

utama. 

 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan batasan jenis pekerjaan 

Alih Daya di Indonesia telah mengalami transisi dari sistem yang longgar menuju 

sistem yang lebih terarah dengan adanya koreksi konstitusional. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam 

mendorong pembentukan regulasi yang lebih adil, seimbang, dan berpihak pada 

pekerja. Dengan adanya putusan ini, pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja 

memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan implementasi alih daya sesuai 

batasan yang ditetapkan, sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkeadilan dapat tercapai. 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam memperoleh bahan hukum 

primer,sekunder, dan tersier tersebut diatas dikumpulkan sesuai dengan objek yang 

dibahas dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) terhadap 

berbagai bahan Pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. 
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ABSTRAK 

Kata kunci: Alih daya, Hukum Ketenagakerjaan, Penelitian Hukum 

Normatif, Putusan MK. 

 

Penelitian ini membahas batasan jenis pekerjaan alih daya dalam hukum 

ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja serta dasar pertimbangannya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 168/PUU/XXI/2023. Isu alih daya dipandang penting karena meskipun 

memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, praktiknya sering menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pekerja. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan 

perUndang-Undang an, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebelum perubahan, pengaturan alih daya masih kabur dan 

membuka ruang pengalihdayaan pada pekerjaan inti. Setelah perubahan, meskipun 

terdapat upaya penegasan, belum ada rincian batasan yang jelas. Putusan 

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan perlunya pembatasan alih daya sesuai 

prinsip keadilan sosial, perlindungan hak pekerja, dan kepastian hukum. Penelitian 

ini merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun regulasi turunan yang 

rinci dan memperkuat pengawasan untuk mewujudkan hubungan industrial yang 

lebih adil. 
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ABSTRACT 

Keywords: Outsourching, Labor Law, Normative Legal Research, Constitutional 

Court Decision. 

This study examines the limitations of outsourcing work in labor law following the 

enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and the basis for its 

considerations following Constitutional Court Decision Number 

168/PUU/XXI/2023. The issue of outsourcing is considered important because, 

although it provides flexibility for companies, its practice often creates legal 

uncertainty and has the potential to harm workers. This study uses a normative 

legal research method by examining laws and regulations, court decisions, and 

related literature. The results show that before the amendment, outsourcing 

regulations were vague and opened up space for outsourcing of core jobs. After the 

amendment, despite efforts to clarify these limitations, there are still no clear 

details. The Constitutional Court decision then emphasized the need for 

outsourcing restrictions in accordance with the principles of social justice, 

protection of workers' rights, and legal certainty. This study recommends that the 

government immediately draft detailed derivative regulations and strengthen 

oversight to achieve fairer industrial relations. 
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